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Abstrak: 
Keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan 
keberhasilan dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi juga dilihat dari 
tingkat keberhasilan dalam hal pengembalian aset kerugian Negara. Tujuan penulisan ini 
adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian aset kerugian negara akibat korupsi 
dan melihat Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara dalam pemikiran ius constituendum. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana mengkaji dan menganalisis 
norma yang terkait dengan pengembalian aset kerugian Negara dalam peraturan perundang-
undangan. Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara akibat korupsi dipengaruhi oleh 
faktor substansi dan struktur hukum yang masih memiliki celah dalam hal pelaksanaan 
putusan hakim. Adapun pengaturan mengenai pengembalian kerugian negara di masa yang 
akan datang yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP 
dalam pidana pokok berupa pengembalian kerugian keuangan negara. 
Kata Kunci:Kerugian Negara, Korupsi, Ius Constituendum 
Abstract 
The success of eradicating corruption is not only measured by the success in punishing the 
inmates of corruption, but also by the level of success in terms of recovering assets from state 
losses. The purpose of this paper is to determine the obstacles in recovering assets from state 
losses due to corruption and to see the Regulations for Returning State Losses in the thought 
of ius constituendum. This research is a normative legal research which examines and 
analyzes the norms related to the return of assets to state losses in statutory regulations. 
Barriers to Returning Assets from State Losses due to corruption are influenced by the 
substance and legal structure that still has gaps in the implementation of judges' decisions. 
As for the regulation regarding the return of state losses in the future, namely by revising the 
provisions of Article 18 Paragraph (3) of Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 of 
2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and adding provisions in Article 10 
of the Criminal Code in the main criminal form of asset recovery. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korban yang diakibatkan oleh 
korupsi adalah sangat masif karena dengan korupsi, kerugian yang diderita oleh suatu negara 
sangatlah besar.Tindak pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary 
Crime) karena terbukti korupsi telah menggerogoti sendi-sendi pembangunan 
bangsa.Membuat bangsa bukan saja statis, tetapi mengalami suatu kemunduran yang 
signifikan.Korupsi adalah kejahatan besar yang bersifat kompleks, sistemik dan 
pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang 
luar biasa.Disamping itu, tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan kerah 
putih (White Collar Crime) karena pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang 
berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan. 
Perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945.Sebagaimana amanat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu 
setiap orang yang melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara harus diproses sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah masalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.Artinya, 
keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan 
keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat 
keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. 
Aset Negara yang dikorupsi tidak saja merugikan Negara secara sempit, tetapi juga 
merugikan Negara beserta rakyatnya. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk 
menyelamatkan aset Negara tersebut.1 
Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset kerugian negara, pemerintah Indonesia 
telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam 
                                                        
1. Prakarsa A, Rena Yulia. Model Pengembalian Aset Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam 
Perkara Korupsi.Jurnal Hukum Prioritas. Hal. 31-45. 
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upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak 
pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud antara lain diatur dalam: 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi); 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan 
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang ; 
Berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal pengoptimalisasian 
pengembalian aset keuangan negara namun hal tersebut masih belum maksimal.Permasalahan 
yang dihadapi saat ini adalah sistem penegakan hukum diIndonesia terutama peraturan 
perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acaranya 
belum dapat memaksimalkan pengembalian aset tersebut. Selain itu aturan-aturan yang terkait 
dengan pengembalian aset kerugian negara masih memiliki kelemahan-kelemahan, antara 
lain: Pertama, fokus utama ketentuan tentang pengembalian aseti hasil tindak pidana korupsi 
masih terbatas pada pengembalian aset didalam negeri dan tidak ada ketentuan hukum yang 
mengatur tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang 
ditempatkan di luar negeri. Kedua, ketentuan-ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana 
korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika 
dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset di dalam KAK 2003. 
Selain dengan adanya pengembalian aset, ada juga jenis tindak pidana korupsi yang 
diancam dengan pidana penjara dan denda dimana jenis pidana tambahan ada jenis baru 
yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :  
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 
yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu 
dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 
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b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta 
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.  
d. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 
e. Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 
20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, yang merupakan salah satu ciri khusus undang-
undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub. Pidana 
pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda 
yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si 
pembuat atau terpidana, namun subtansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu 
mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan 
akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara.Akan tetapi, 
pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat 
atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si 
pembuat.“Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau 
pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda 
semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara”. 
Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah 
mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugikan negara 
lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu pidana tambahan berupa 
kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum 
sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut 
dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat 
penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana 
korupsi.2 
Pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dihadapkan dengan berbagai 
kendala.Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil 
                                                        
2Yuda Musatajab, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian 
Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Restorative Justice, Volume 2, Nomor 1,Mei, 2018, 
hal.  55. 
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tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat 
dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri melalui pencucian uang 
yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.Aset hasil tindak 
pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di 
luar negeri.Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme 
pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi 
sulit. 
B. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 
permasalahan yang terkait dengan Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara Akibat 
Korupsi serta Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara di Masa Yang Akan Datang. 
C. Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif ini dipilih dengan asumsi bahwa telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini 
bersumber pada materi undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep yang dikaitkan dengan penelitian 
pengembalian aset kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.  
PEMBAHASAN 
A. Hambatan Proses Pengembalian Kerugian Negara. 
Pengembalian kerugian keuangan negara termuat didalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 
serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi 
negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang 
dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau 
ahli warisnya. 
Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan melalui jalur 
pidana dengan cara penyitaan dan perampasan. Pasal 38 C menetapkan apabila setelah 
putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta 
benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi 
yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B 
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ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli 
warisnya. 
Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara juga diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang 
Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terpidana sebagai bagian dari proses pengembalian 
kerugian keuangan Negara.  
Kerugian keuangan Negara akibat dari pengelolaan keuangan Negara yang menyimpang 
atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan Negara berada keadaan 
semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan Negara dalam rangka mencapai 
tujuan Negara.Upaya Negara untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, 
telah disiapkan instrument hukum yang berada dalam konteks hukum pidana.Walaupun 
telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan 
berarti instrument hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.3 
 
Instrumen Hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara 
melalui peradilan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Delik 
korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 
biasa.Dengan demikian, kerugian keuangan Negara dalam kacamata instrument hukum 
pidana, yakni delik korupsi memerlukan penyelesaian berbeda dengan delik lainnya.4 
  
Pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi.Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana 
korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, 
namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah 
dikorupsi. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak 
pidana korupsi yaitu:5 
“Sistem Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi 
untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari 
pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara 
perdata maupun pidana, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun 
diluar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada 
negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian 
keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah 
pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat 
                                                        
3Muhammad Djafar Saidi. Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 
2017, hal. 180 
4Ibid, hal. 181 
5 Purwaning M Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2013 
Dalam Sistem Hukum Indonesia,PT. Alumni, Bandung, 2015,.hal. 104 
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atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi 
pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.” 
  
Dari rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak 
pidana korupsi, yaitu: 
1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum 
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata. 
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, 
dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara. 
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian di 
dalam maupun diluar negeri. 
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh institusi 
penegak hukum 
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 
a. Mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana 
korupsi. 
b. Mencegah penggunaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana 
oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya. 
c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana 
korupsi. 
Gagasan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak semata-mata 
untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi perampasan aset hasil 
korupsi juga bertujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana 
korupsi.Dampak preventif pertama, terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai para 
pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-
kejahatan lainnya.Kedua, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku 
korupsi, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, 
setidaknya diminimalisasi.Pengembalian aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan 
motif tindak pidana.Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang 
mendorong orang melakukan kejahatan.Ketiga, yakni dengan pengembalian aset ini pesan 
yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman didunia 
ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus 
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memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada seorang yang dapat menikmati hasil tindak 
pidana. 
Menurut penulis, apabila kita kaitkan antara perilaku korupsi dengan teori Negara hukum 
Pancasila bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap makna yang terkandung dalam 
Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak 
pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian 
negara secara menyeluruh, serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Indonesia 
bahkan melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM. Selain itu, tindak pidana korupsi menurut penulis apabila dilihat dari sila kelima 
pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka perilaku korupsi telah 
menggerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan Negara dan juga 
rakyat. 
Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang juga dapat disebut dengan 
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan konsep yang sebenarnya bukan 
merupakan produk baru. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses 
pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan 
hasil/keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain. 
Masalah pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga 
merupakan masalah penegakan hukum.Terkait dengan faktor penghambat efektifitas 
pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ada 
dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yaitu social control dan hukum sebagai social 
engineering. 
Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum sebagai social control mengandung arti 
bahwa hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah yang 
telah diterima olehnya.6 
Penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan yang tak pernah terselesaikan.Mulai 
dari kasus-kasus yang bersifat konvensional dan berskala kecil sampai kasus-kasus yang 
diakibatkan kemajuan teknologi informasi dan kekuasaan yang berskala besar seperti kasus 
                                                        
6Lili Rasyidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra.Hukum Sebagai Suatu Sistem, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, hal. 
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korupsi. 7  Penegakan hukum menjadi suatu proses panjang yang bertujuan merealisasikan 
tujuan, nilai-nilai, pesan-pesan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan 
pidana.Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi 
masalah kejahatan atau usaha untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas 
tolenransi masyarakat.8 
Dalam proses penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 
terlibat didalamnya Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Penasehat Hukum yang 
berjalan melalui sistem peradilan pidana. 
Sehubungan dengan hambatan dalam proses pengembalian kerugian Negara dalam hal ini 
pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti faktor yang mempengaruhinya 
adalah: Pertama, faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi pada peraturan perundang-
undangan saja). Dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada 
dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum.Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai 
yang didasari dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut 
dapat lebih efektif. Sehubungan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka 
dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut ketentuan 
Pidana tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa 
dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 
pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditentukan dalam 
putusan hakim.  
Menurut penulis, pasal tersebut memberikan celah hukum kepada terpidana untuk tidak 
membayar uang pengganti karena terpidana kasus tindak pidana korupsi lebih memilih 
hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan membayar uang pengganti.Hal 
                                                        
7Maskun.Kejahatan Cyber : Cyber Crime. Jakarta: Kencana Media Group, 2013, hal.44 
8 Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan 
Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1999, hal 84 
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inilah yang membuat eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti masih belum optimal.Selain 
itu, tidak adanya standar batasan mengenai pidana penjara apabila terpidana tidak dapat 
membayar uang pengganti kerugian Negara. Hal ini dengan leluasanya hakim menentukan 
besarnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terpidana.  
Lahirnya rumusan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi tersebut sesungguhnya telah mencerminkan adanya upaya penegak hukum 
untuk mengambil kembali asset Negara yang dikorupsi oleh pelaku melalui pidana 
pembayaran uang pengganti.Namun rumusan Pasal 18 ayat (3) tersebut memberikan 
kelonggaran bagi setiap terpidana lebih memilih untuk melaksanakan pidana penjara subsider 
daripada membayar pidana uang pengganti jika hukuman subsidernya lebih menguntungkan 
daripada pembayaran uang pengganti. 
Kelonggaran hukum inilah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) yang kemudian menjadi 
kendala dalam hal pengembalian kerugian Negara karena mayoritas dari terpidana beramai-
ramai menyatakan diri bahwa mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayar uang 
pengganti, padahal kenyataannya mereka telah menyembunyikan hartanya ketempat-tempat 
yang sulit untuk dilacak seperti diluar negeri. 
Kedua, faktor penegakan hukum pihak-pihak membentuk atau menerapkan 
hukum.Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang 
dilakukan di Indonesia. Jaksa selaku eksekutor putusan hakim terus mencari cara bagaimana 
melaksanakan putusan dalam kaitannya dengan hal tersebut, jaksa merasa kesulitan melacak 
harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan 
pencarian harta oleh jaksa penuntut umum tidak ditemukan harta benda milik terpidana untuk 
membayar uang pengganti.Hal ini disebabkan karena pada saat pelaku melakukan korupsi 
kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau asset 
Negara tersebut dengan dilarikan keluar negeri melalui pencucian uang.Tindakan inilah yang 
menjadi salah satu hambatan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menyita hasil korupsi 
tersebut.Kesulitan untuk mengembalikan kerugian Negara menjadi bertambah ketika 
terpidana korupsi memilih mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana 
penjara. 
Ketiga, faktor masyarakat yakni dilingkungan dimana masyarakat dimana hukum itu 
diterapkan.Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran dari 
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masyarakat itu sendiri.Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor atau 
memberitahukan tindak pidana korupsi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki 
terdakwa, kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi sejak dini 
kepada aparat penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana masih 
kurang, justru ada kecenderungan menutup-nutupi. 
Sehubungan dengan faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum, apabila 
dihubungkan dengan teori Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu 
unsurnya adalah budaya hukum yaitu sikap-sikap yang berhubungan dengan hukum, yang 
datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Maka dapat dikemukakan bahwa 
budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap yang tidak partisipatif 
memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang 
dimiliki oleh pelaku, menunjukkan adanya budaya hukum dimasyarakat yang belum 
mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor 
budaya hukum merupakan salah satu kendala dalam hal pengembalian aset kerugian Negara. 
B. Upaya Pengembalian Aset Kerugian Negara di Masa Yang Akan Datang 
 
Dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset kerugian Negara sebagaimana yang 
diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, penulis mencoba mencoba mengkaji upaya apa saja yang bisa 
dilakukan dalam rangka pengembalian kerugian Negara tersebut.  
Dari sudut substansi hukum, saat ini sudah tersedia peraturan perundang-undangan yang 
memberikan ancaman berat kepada siapa saja yang berkehendak dan melakukan korupsi. 
Bahkan, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang 
Nomor. 20 Tahun 2001 memberikan peluang kepada Penuntut Umum dan Hakim di 
Pengadilan untuk menunut dan menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa korupsi 
yang dilakukan dalam keadaan tertentu.  
Dalam hal struktur hukum, sekarang ada lima lembaga/institusi resmi yang bertugas atau 
diberikan kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian, 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemburu Koruptor dan Tim Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), disamping beberapa institusi pendukung lainnya 
seperti BPK, BPKP dan Bawasda ditiap-tiap daerah. Dari sisi ini, semestinya, Indonesia 
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mampu menanggalkan julukan buruk sebagai salah satu negara terkorup di dunia yang sudah 
lama melekat. 
Secara eksplisit permasalahan substantif yang ada pada pidana uang pengganti berdasarkan 
Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 ialah sifat fakultatif dari upaya sita lelang 
yang menempati tahap pertama dalam pemenuhan uang pengganti dimana seharusnya bersifat 
imperatif. Namun dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa permasalahan utama yang 
berkenaan langsung dengan pencapaian tujuan pemidanaan uang pengganti ialah 
permasalahan yang terkait dengan pidana penjara subsider, karena pidana penjara subsider 
merupakan faktor yang secara nyata menentukan keberhasilan pidana uang pengganti. 
Berdasarkan pada permasalahan pidana uang pengganti yang telah dijelaskan, maka untuk 
memperbaiki, menjawab, dan sekaligus mewujudkan rasa keadilan masyarakat sebagai korban 
atas terjadinya tindak pidana korupsi, salah satu pendekatan yang dapat diambil ialah melalui 
pendekatan model kebijakan hukum pidana. 
Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
merupakan undang – undang represif, yang juga telah diuraikan bahwa tujuan pengembalian 
kerugian negara yang bersifat represif tersebut dilekatkan pada pidana tambahan uang 
pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan 
disubsiderkan dengan pidana penjara, yang merupakan perbedaan utama dari Undang – 
Undang No. 3 Tahun 1971. Hal ini merupakan bentuk keseriusan dan penyempurnaan dari 
para pembuat undang – undang dalam usaha pengembalian kerugian negara yang ingin 
dicapai oleh Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, melalui pengaturan pidana uang 
pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara dan bukanlah dengan pidana kurungan. 
Konsep dan tujuan yang ditawarkan oleh penulis sebagai berikut:  
a. Merevisi ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang memberikan peluang kepada terpidana 
untuk lebih memilih pidana subsidair berupa pidana penjara dibandingkan membayar 
uang pengganti, karena hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian Negara. Asas 
pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjiwai 
lahirnya Undang-Undang tersebut sesungguhnya menghendaki adanya pengembalian 
kerugian yang timbul akibat korupsi, sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa 
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pembentuk Undang-Undang menghendaki/menginginkan adanya pengembalian uang / 
aset Negara setelah terjadinya tindak pidana korupsi. 
b. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam 
Pidana Pokok berupa Mengembalikan kerugian Keuangan Negara. Apabila 
pengembalian kerugian keuangan Negara dimasukkan sebagai pidana pokok dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bisa menjadi acuan bagi hakim 
dalam memutus suatu perkara korupsi untuk lebih menitikberatkan kepada 
pengembalian kerugian Negara ketimbang hukuman penjara yang harus dijalankan 
oleh terpidana. 
KESIMPULAN 
Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara Akibat Korupsi jika dilihat dari substansi 
hukum masih terdapat celah hukum yang diberikan kepada terpidana untuk tidak membayar 
uang pengganti.Hal ini disebabkan karena terpidana kasus korupsi lebih memilih hukuman 
pengganti berupa kurungan badan dibandingkan membayar uang pengganti.Dari segi struktur 
hukum, jaksa selaku eksekutor putusan hakim merasa kesulitan dalam hal melacak harta 
benda milik terpidana, terlebih jika harta tersebut telah disembunyikan keluar negeri. 
Pengaturan mengenai pengembalian kerugian negara di masa yang akandatang yaitu 
dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi serta menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dalam pidana pokok 
berupa pengembalian kerugian keuangan negara. 
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